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LEMBARAN DAERAH 
KABUPATEN KULON PROGO 

 
NOMOR : 17                                                TAHUN : 2015  

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO 
NOMOR  17  TAHUN  2015 

 
TENTANG 

 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2016 
  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI KULON PROGO, 

 
Menimbang : a.   bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 
diubah terakhir  dengan Undang-undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib 
mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai 
penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai 
dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan 
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peraturan perundang-undangan untuk 
memperoleh persetujuan bersama; 

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
merupakan perwujudan dari Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Tahun 2016 yang dijabarkan 
dalam Kebijakan Umum  Anggaran  Pendapatan 
dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon 
Anggaran Sementara yang telah disepakati 

bersama antara Pemerintah Daerah dengan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 08 
Oktober 2015;   

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun    
Anggaran 2016; 

 
Mengingat :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik 
Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah 
Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam 
Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi 

satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 
Nomor 101); 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun  2003 tentang  
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia           
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun  2004 tentang  
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun  2004 tentang  
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia           
Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor ); 
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10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 
tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-
Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal 
Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa 
Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa 
Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 59); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia            
Nomor 4028); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 
tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4738); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 
tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia           
Nomor 5272); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor  6 Tahun 2014 tentang Desa  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014        
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor  6 
Tahun 2014 tentang Desa  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5717); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13   
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
atas  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 61  
Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 
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20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32   
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah 
dan Bantuan Sosial yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52   
Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2016; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo    
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009 Nomor 2   
Seri E); 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN KULON PROGO 

dan 
BUPATI KULON PROGO 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH  TENTANG  ANGGARAN 

PENDAPATAN  DAN  BELANJA  DAERAH  TAHUN 
ANGGARAN 2016. 
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Pasal   1 
 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 
adalah sebagai berikut : 
a. Pendapatan Daerah Rp. 1.428.564.823.405,71  
b. Belanja Daerah Rp. 1.477.684.838.699,25 
   Defisit Rp.49.120.015.293,54 
c. Pembiayaan Daerah  
 1. Penerimaan  Rp.64.912.509.650,54   
 2. Pengeluaran Rp.15.792.494.357,00   
  Pembiayaan Netto Rp.49.120.015.293,54  
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan 
(SiLPA)  

Rp.                      0,00 

 
Pasal 2 

 
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

huruf a, terdiri dari : 
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah                                      

Rp. 172.434.611.253,16. 
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 1.062.502.098.220,00. 
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah                

Rp. 193.628.113.932,55 
 

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a, terdiri dari jenis Pendapatan : 
a. Pendapatan Pajak Daerah sejumlah                                

Rp. 37.289.400.688,36. 
b. Hasil Retribusi Daerah sejumlah Rp. 10.248.938.700,00. 
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

sejumlah Rp. 13.035.451.528,81. 
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah     

Rp. 111.860.820.335,99. 
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(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
huruf b, terdiri dari jenis pendapatan : 
a. Bagi  Hasil  Pajak/Bagi   Hasil  Bukan  Pajak   sejumlah              

Rp. 26.100.709.000,00. 
b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 718.490.508.000,00. 
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 317.910.881.220,00      

 
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan : 
a. Pendapatan Hibah sejumlah Rp. 1.250.000.000,00. 

b. Dana Darurat sejumlah Rp. 0,00. 
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah 

Daerah Lainnya  sejumlah Rp. 64.434.030.932,55. 
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah           

Rp. 99.744.600.000,00 
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah 

lainnya sejumlah Rp. 28.199.483.000,00. 
 

Pasal 3  
 

(1) Belanja  Daerah  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 1 huruf 
b, terdiri dari : 
a. Belanja      Tidak         Langsung           sejumlah            

Rp. 922.921.961.845,80 
b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 554.762.876.853,45   
 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a, terdiri dari jenis belanja : 
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 747.948.740.694,96. 
b. Belanja Bunga sejumlah Rp. 3.187.500.000,00. 
c. Belanja Subsidi sejumlah Rp. 0,00. 
d. Belanja Hibah sejumlah Rp. 24.248.499.400,00. 
e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 4.652.260.000,00. 
f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan 

Pemerintah Desa sejumlah Rp. 4.444.281.050,84. 
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g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ 
Kota, Pemerintah  Desa  dan  Partai   Politik     sejumlah 
Rp. 136.440.680.700,00. 

h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp 2.000.000.000,00. 
 

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)    
huruf b, terdiri dari jenis belanja : 
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp.  35.868.826.120,00. 
b. Belanja        Barang      dan      Jasa       sejumlah           

Rp. 211.306.820.490,00 

c. Belanja Modal sejumlah Rp. 307.587.230.243,45. 
 

Pasal 4 
 

(1) Pembiayaan  Daerah  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 1 
huruf c, terdiri dari: 
a. Penerimaan  sejumlah Rp.  64.912.509.650,54. 
b. Pengeluaran sejumlah Rp.  15.792.494.357,00. 
 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
terdiri dari jenis pembiayaan : 
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 

sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 14.649.359.650,54. 
b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00. 
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

sejumlah  Rp. 0,00. 
d. Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah  

sejumlah Rp. 50.000.000.000,00. 
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah         

Rp. 0,00. 
f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. 263.150.000,00. 
 

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
terdiri dari jenis pembiayaan : 
a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00. 
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah      

Rp. 15.792.494.357,00. 
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c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. 0,00. 
d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,00. 

 
Pasal  5 

 
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah 
ini, terdiri dari : 

1. Lampiran I Ringkasan APBD; 

2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 

3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, 
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, 
Program dan Kegiatan; 

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk 
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan 
Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam 
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan 
Per Jabatan; 

7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah; 
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi 

Daerah); 
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan 

Pengurangan Aset Tetap Daerah; 
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan 

Pengurangan Aset Lainnya; 
11. Lampiran XIa 

 
 
 
 
 
 

Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran 
Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan 
Dianggarkan Kembali Dalam Tahun 
Anggaran Ini (Tahun Pertama);  
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Lampiran XIb Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran 
Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan 
Dianggarkan Kembali Dalam Tahun 
Anggaran Ini (Tahun Kedua); 

12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan 
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi 

Daerah.   
 

Pasal 6 
 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 
sebagai landasan operasional dalam pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. 

 
Pasal 7 

 
(1) Dalam keadaan mendesak, Pemerintah Daerah dapat 

melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya 
yang selanjutnya diusulkan dalam Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah. 
 

(2) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mencakup : 
a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat; 

dan/atau 
b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan 

menimbulkan kerugian lebih besar bagi Pemerintah 
Daerah dan masyarakat. 

 
(3) Belanja program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat  

sebagaimana  dimaksud  pada ayat (2) huruf a, meliputi : 
a. pendidikan; 
b. kesehatan; 
c. pekerjaan umum dan penataan ruang; 
d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 
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e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan 
masyarakat; atau 

f. sosial. 
 

(4) Belanja keperluan mendesak lainnya sebagaimana  dimaksud  
pada ayat (2) huruf b, meliputi : 
a. kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah DIY yang harus 

segera dilaksanakan; dan 
b. kegiatan Pemerintah Daerah yang apabila tidak 

dilaksanakan akan : 

1. mengganggu pelayanan masyarakat; dan 
2. mempengaruhi kinerja Pemerintah Daerah. 

 
(5) Mekanisme penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja 

untuk keperluan mendesak berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

 
Pasal 8 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Kulon Progo.  

 
Ditetapkan di Wates 
pada tanggal 1 Desember 2015 

 
BUPATI KULON PROGO, 

 
Cap/ttd 

 
HASTO WARDOYO 
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Diundangkan di Wates 
pada tanggal  1 Desember 2015 
 
       SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KULON PROGO, 
 
                   Cap/ttd 

 
            ASTUNGKORO 

 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO 

TAHUN 2015 NOMOR 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO 
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (15 /2015) 
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